
Nomor 4389), 

1. Unda"lg·Undang Nomor 13 Tahun 1gso tentang Pembentukan 

Desa-desa Kabupaten dalam Ungkungan Provmsi Jawa Tengah; 

2 Undang-U1dang Nomor 10 Tanun 2004 tentarg Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undengan (lcmboron Ne93,a Repub ik 

lndoneS1a Tahun 200'- Nomor 53, Tambahan Lenrbara, Negara - 

d bahwo berdasarkan pertimbaf'lgan s:eba;ia1manii dirnaksud dalam 

huruf a. huruf b can huruf e, perlu membentuk Peratu•an Daerah 

tentang Arggaran Pcnd::ipol::in dan BelanJa Cesa, 

mP.mbenkan pedoman penyusu~an 

dan BelanJa Desa, perlu d1ah,1 Jalam 

c bal'wa dala-n rangka 

Anggaran Pendapalan 

Porotur:m Daerah 

b bahwa i;engelolaan keuangan desa harus d1rencanakim dengan 

balk, tirfak bertentangan de1gan kepenhnqan umum can da am 

kerangka perunqkatan pelayanan umum kepada masyeraxat, 

perlu dituangkan dalam Anm1::ir::in Pendapatan dan eelanja Desa 

a. bahwa dalam rangka pcnyelenggaraan urusan pemerintaban 

desa quna terwujudnya pemerintahan yang ba1k melalu1 btdang 

pemerintahan, pelaksanean pcmbangunon dan pen ngkatan 

pelayanan kepada masyarakat nenimbulkan hak dan kewajiban 

desa berupa keuangan desa, 

BUPATI BANVUMAS, 

DENG AN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANVUMAS 

NOMOR 8 T AHUN 2009 

TENT ANG 

Mengingat 

Mtmirnbang · 



- 

7 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Anta·a Pemerintah, Pernenntahan Oaerah 
Provins!, dan Pemerintahan Oadrah Kabupalenf-<ota (Lemberan 
Negara Repuhik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 

Lernbaran Negara Hepub 1k Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pres1den Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penqesahan. 
Pengundangan dan Penye':>arluasan Peratur:m Perundang­ 

undangan; 

6. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 te<1tang Pedoman 

Pemb naan dan Pengawasan Penyelenggaraan :,emenntahan 
Oesa (Lerr baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165. Tambahan Lembaran Negara Republi< Indonesia Nomor 

4593), 

5. Peraturan Pemerintah l\omo· 72 Tahun 2005 tenlang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C05 Nomor 158, 

Tambahan Lemba-an Negara Republik Indonesia Nomor 4857) 

3. Undang-Undang Nomo· 32 Tah.m ::>004 tentang Pemerinlahan 

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tatx.in 2004 Nomo, 
125, Tambahon Lembaran Negara Republic lndonesia Nomor 

4437) sebaga1mana telah beberapa kah d11.1bah terakrur dengan 
Um.lang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lentarg Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub ik Indonesia 

Tahun 2::J08 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844) 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perrenntahan Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Ind ones a ranuo 2C04 Nomo 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4438): 
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4. Pemerintah Desa adalah kepala desa can perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerlntahan desa 

5. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya cisingkat BPD aoatan lernbaga 
yang merupakan perwujudan demokrasi dalarn penyelerggaraan pemerintahan 

desa sebagai unsur penyelenggara pemerinlahan desa 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hJkJm yang rnemi iki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyaracat setempat. 

berdasarkan asal-usu dan adat 1s:1adat seternpat yang C1iaku1 dan dihormall dalam 
srstem pemerintahan Negara Kesatuan RepulJlik Indonesia 

3. Pemerintahan Desa adalan penyelenggaraa11 urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan sscan Pernusyawaratan Oesa (BPD) menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oto-io-nl seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Hepubhk Indonesia sebagarnana dirnaksud 
dalam Undeng-Undang Dasar Negara Republik lrdonesia Tahun 1945. 

Pasal 1 
DaJam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud :lenga11 

1. Bupat1 adalah Bupati Banyumas. 

2. Camat adatan pimpinan perangkat oaerah yang wilayah kerjanya meiputi desa 

desa yang bersangkutan 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN OAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA OESA. 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

Dengan Persetujuan Bersama 
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15. Pondopatan desa adalah hak pemenrta, desa yang diacu sebagai penarnoah 

nllai kekayaan bersih 

16. Belanja desa adalah kewajiban pernemtan desa yang d1akui sebaqai pengurang 

nilai kekayaan bcrsih. 

17. Pembieyaan adalah setiap penerimaan yan:1 pertu dibayM kembali dan/atau 

penqeluaran yang aka'l dtlenma kembal, ba1k pada ta,u'l arggaran yang 

bersangkutan maupun tehun-tahun anggoran terikutnya. 

13 Pencrimoan desa adalah uang yang masuk ke k;i<: des.a. 

14 Pongetuaran desa adatah uarg yang keluar dan kas desa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Aelanja Oesa yang selanutnya dis ngkat APB Oesa, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui ole, Sadan 

Permusyawaratan Desa. 

7. Keuangan Desa adalah semua halt da, kewa11ban desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerinlahan desa yang dapat dlnllat dengan Jang tenresuk 

didalamnya segala bcntuk kekavaan yang berhubungan clengan hak dan 

kewajban desa tersebut 

8. Peraturan Desa adalah ceraturan oerundang-undangan yang dlbentuk oleh BPD 

dengan persetuiuan bersarna kepala desa 

9. Peraturan Kepala De33 adalah pera:umn perundang-undangan yang dnatapkan 

oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksan:akan peraturan 

desa dan peraturan perundanq-undanqan yang lebih ting91. 

10. Keputusar Kepala Desa adalat· keputusan yang ditetepkan oleh <epala Desa 

yang bers,fat menetapkan dalam rangka melaksanakan peratu·an desa maupun 

peraturan Kepala Oesa. 

11 Perusahaan Oesa adalah badan usaha ya'lQ seluruh atau sebagien rrcdalnya 

dlmiliki oleh Pemerintah Desa 
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(1) APB Deso dieusun seeuat dengar kebutuhan penyelenggaraan perrennlahan dan 

kemampuan pendapatan desa 

Pasal 4 

BAB Ill 

ASAS UMUM I\PB OESA 

(2) Pengelolaan keuangan desa d1laksanakan dalam suatu sislern \'-ing terinlegrasl 

yang diwujudkan dalam APB Desa yang sellap tahun cuetapkan dengan 

peraturan dcsa 

taat pada peratwan pe·undang­ 

dan bertanggJng jawab dengan 

Pasa13 

Kauangan desa dikelola secara tert.b, 

urdangan. etisien, ekonornrs efekt1f transparan 
memperhalikan rasa keadilan dan kepatutan 

(1) 

<euangan desa mel1puti 

a. hak desa untuk memungut paiak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan 

melakukan piojarnen: 

b, kewajiban desa untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemenntat-an desa 

dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c penerimaan desa; 

d. pengeluaran desa. 

e. kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh p hak la n berupa uarg surat 
berharga, piul,mg, barang. serta hak-hak lain yang daaat dinlla dengan uang 

lermasuk kekayaan yang dip sahkan pada perusahaan desa. 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka 
penyelenggaraan cugas pememtanan da,lalaJ kepenlingan umum, dan 

g. kekayaan plhak lain yang diperoleh d,mgan rnengg1.nakan fasilitas yang diberikan 

pemenntah desa 

Pasal2 

BAB II 

RUANG LINGKUP,DAN ASAS UMUM KEUANGAN DESA 
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- 
c, u.euetapcan bendahara desa: 

d menetapxan petuga& yang melakukan pemungutan penerrnaan dP.s:\' da'l 

e menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan baranc mll1k desa 

Pasal 7 

(1) Kepala desa adatah pemegang kek.rasaan pengelolaan keuango11 di::sa dan 

mewakill Pemerintah Dess dalam kepemiikan kekay~n dP.sa yang d1pisahkan. 

(2) Kepala desa sebaga,mana dlmaksud psda ayat (1) rremp.inva1 kewenangan 

a. menetaoxan ket:ijakan tentanq pelaksanaan APB Desa 

b rrenetapxan kebijakan tentang pengelolaan barang rnllk oesa: 

BABIV 

KEKUASAAN AT AS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Satuan hitung dalam perwusunan. penetapan. dan pertanggungjawaban APB Desa 

acatan mata uang rupiah. 

Pasal 6 

Pasal 5 

Tahun Anggaran adaah selama -nasa 1 (satu) tahu, yailu mulai tanggal 1 Januari 

sampat dengan tanggal 31 Desember 

(5) Surplus penenmaan desa dapat d1gunakan untuk mcmbiayai pengeluaran desa 

ta'iun anggaran benkulnya 

(6) Penggunaan surplJs penenmaan desa untuk me-nbentuk da,a cadangan atau 

penyertaan uada pervsenaan desa tarus memperoleh persetujuan tcrtcb h dohulu 

dari BPD_ 

hak dan pengeluaran ya-.o 111P.r1ad1 

yang bersangkutan harus d1angar1<an 

Seluruh pcncrrmoan '(3'19 menJad1 

kewajiban desa dalam tahun anggaran 

dalam APB Desa. 

(4) 

(2). Penyusunan APB Oesa sebaga1mana dimaksud r::ida ayal (1) berpedoman 

kepada Renca,a Kegiatan Pernbanq.man Desa {'~KP Desa) 

(3) APB Desa mempunvai rungs otonsasi perencanaa, pengawasan, a 01<as1 

distribusr, den steb1hsasi 
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- (?) Panc1apatan Desa setaga1mana drnaksud pada ayat (1) hurur a, lerd1n dan: 

a Pendaoatan Asli Desa (PA Desa), 

b. Bagi Hasil PaJak Kabupalen 

(1) Struktur APB Desa terdm dari' 

a. Pendapatan Oesa; 

b. Belanja Oesa, dc111 

c Pembiayaan Desa 

Pasal8 

BABV 

STRUKTUR APB DESA 

(3) Kepala desa dalarn melaksanakan pengeblaan ~euangan desa d1bantu cleh 

Pelaksana Tekrus Penge olaan Keuangan Desa (Pr PKO}. 

(4) Pelaksana Tekms Pengelolaan Keua,gan Desa (I-' 11-'KD) sabaqamana dirnaksud 

pada ayct (3) odeleh perangkat desa, terd1rt dan: 

'I SAkretaris Oesa: dan 

b. Perangkat Oesa lainnya 

(5) Sekretaris Desa sebaga mana dimaksud pada aya; (4) hurul a, bertmdak setaku 

koordmator pelaksanaan pengelolaan kcuangon desa dan bartanggung jawab 

kepada Kepala Oesa. 

(6) Sekretaris Desa sebaqairnana dmaksud pada ayat (5) mempunya, tugas 

a. menyusun dan melaksanakan Keb1Ja<an Pengelolaan APB Desa, 

b rnenyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolean 6arang Desa 

c. menyusun Rencana APB Oesa, perubahan APB Desa dan pertan;igung 

jawaban pelaksanaan APB Desa, da1 

d. menyusun Rancangan Keputusan Kepa a Desa lentan3 Peleksanaan 

Peraturan Oesa lenlang APB Desa dan Perubahan APB Desa 

(7) Perangkat dasa lainnya sebaqannana cimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai 

tugas · 

a menge,dalikan pelaksanaan kegiaton 

b melaporkan perkembangan pelaksanaan <egiatan. dan 

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban i;engeluaran pelaksanaan 

kegialan. 
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c Bagian dari Retribus, Kabupaten, 

d Alokas1 Dana Desa (ADD). 
c Bantuan Keuangan dan Pemenntah, Pemerntah Provmsi, Pemenntah 

Kabupaten da1 Desa lamnya, 
r. I libah; dan 

g Sumbangan P1hak Ket1ga 

(3) Belanja Oesa sebaqairnana dimaksud pada ayat 11) huruf b, teroirl dari 
a. Belanja langsung, dan 

b Belanja lidak langsung. 

(4) Belanja Langsung sebagatmana dimaksu::! pada ayat (3) hurJf a, terdm dan 

a Bolanja Pcgawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa, 

c. Belanja Modal. 

(5) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pa1a ayat (3) huruf b terdi'i dari 

a Belanja Pegawai/Penghas Ian Tetap. 
b Belanja Subsidi, 

c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) 
d. Betenja Bantuan Scesal; 

e. Belanja Bantuan Keuangan; dan 
f. Belanja Tak Terduga 

(6) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun..f c, terdiri dari 

a. Penenmaan Pernbiayaan; dan 
b. Pcngo'uaran Pcmbmyaan 

(7) PAnerimaan Pembiayaan sebagaimana dunaks.rd pada ayat (6J huruf a. 
mencakup· 
a. Ssa lebih perhrtunqan anggaran (S1LPA) tahun sebelumnya; 

b. Penca1ra'l Dana Cadangan; 
c. Hasll penjualan kekayaan desa yang d pisahkan; 

d. Penermaan Pinjaman 

(8) Pengeluaran Pemb ayaan sebagalmana d1maksJd oaaa ayat (6) huruf b, 
mencakup· 

a. Pembentukan Dana Cadangan. 
b. Penyertaan Modal Desa 

c. Pembayaran Utang 
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P:is:il10 

(1) Bupali sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ;6), harus rnenetapcan hasil 

evaluasi Rancangen Peraturan Desa tenlang APB Desa pal1rg lama 20 (dua 

puluh) hari kena seJa< disampatkannva Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa. 

Evaluasi Rancangan APB Oesa 

8agian Kedua 

(7) Bupati mendelegasika'l wewenang untuk melakukan evaluasr terhadap 

Rancangan 1-'eraturan lJaerah tentang Al-'B lJesa sebaqaimana cmaksuo paoa 
ayat (6) kepada Carnal. 

(6) Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Oesa yang teian dsetujui bersarna oleh 

BPD dan Kepala Cesa set>elum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadJ Peraluran 

Desa, paling lama 3 (Uga) hari kerja seteian rnenaaaat persewjuan bersama 

disampaikan kepada Bupatl Jn'.uk dievaluasi 

(5) Pembahasan sebaqaimana d1maksud cada ayat (3). meml.lkberatkan pada 
kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemenntah Desa. 

(4) Penyampaian Rancangan Peraturar Desa secaqa mana dimaksud pada ayat (3) 

paling lama di aksanakan pada rn1nggu pertama bulan November tahu, anggaran 

sebelumnya. 

Pasal9 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Oesa :erta'lg APB Oesa 

berdasarkan pada Rencana KerJa Pemenntah Desa 

(2) Sekrelarls Desa rnenyampascan Rancan3a'1 Peraturan nesa tentang APB lJesa 

sebagaimara dimaksud pada ayat (1 i kepada Kepala Desa un:uk memperoleh 

persetujuan 

(3) Kepala Oesa menyampaikan Ran:angan Peraturan Desa seoasa mana dirraksud 

pada ayat (2) kepada OPD urtuk dibabas bersana dalam rangka memperoleh 

persetujuan bersama 

Bagian Kesatu 

Penyusunan Rancangan APB Oesa 

PENYUSUNAN, EVAI UASI OAN PENE1'APAN APB OESA 

BABVI 

9
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Pasa112 

(1) Peraturan Desa sebagaimana djmaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diumumkan 

dala11 Serita Daerah Kabupate, Banyumas 

(2) Peraturan DeM tenuino APB Desa d1tetapkan pahng lama 1 !satu) bula'l setelan 

APBD Kabupaten dltetapkan. 

Pa~al11 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah disesuaikan dengan ~asil 

evotuosr dari Bupab ditetapkan men1ad1 Peraturan D'lsa 

Penetapan APB Oesa 

Bagian Kettga 

(6) Pelaksanaan pengelua·an alas pagu APB Oesa tarun sebclumnya scbagaimlna 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Kepuklsan Kepala Desa 

(7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana drnaksud pada ayat (6). d,lakukan 

dengan Peraturan Oesa tentang Fe~outan Peraturan Oesa lentang APB Desa; 

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja seteler pembatal,m sebaga mana dim;aksud pada 

ayat (5) Kepala Desa harus menghenlikan pelaksanaan peraturan oesa dan 

SQlanjutnya Kepala Oesa bersama BPD mencabul peraturan desa dimaksud 

('1) Jlka hasil evaluasi tidak cli~ndaklan.uli oleh Kepala Oesa dan BPD, dan Kepala 

Desa tetap me,etapkan Rancangan Peratu-an Desa tertang APB Desa mefladi 
Pcraturan Desa, Bupati membatalkan Pcrsturar Deso dimaksud da, sekahgus 

menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebeurmya 

(5) Pembatalan Peraturan Desa dan pemyataan ber1akunya pagu tanun anggaran 

sebelurnnva sebagaimana d maksud pad a ayat (.l) d1tetapkan dengan Keputusan 

Bupatl. 

(3) Dalam hal Bupati men·1a1akan hasil evauasi Racangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa tidak sesual dengan kepenti,gan umum dan peraturan pe!Undang­ 

undangan yang leb1h tingg1, Kepala Desa bersama BPD melakucan 

penyempumaan paling la11a 7 (tujuh) han ker.a lerh1tung seJak ditenmanya has I 

evaluas,. 

(2) Apabila dalam jangka waxtu sebaga,mana dimaksu:! pada ayat !1) Bupab beum 

menetapkan e·,aluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. m~ka 

Kepala Oesa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Desa 

menJadl Peraturan Desa 
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Pasal 15 

(1) Dana cad3n9an dibukuka'l aalam ro<cmng tcrscndin o:ou disimpan oada kas desa 

tersendiri atas nama dana cadangan pem9rintah desa 

(2) Dana cadangan 1ldak dapat dlgunakan untl.ft me'Tlblayal keg1atan lain d, uar )'"dfl9 

telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pemoentukan dana cadangan 

Slsa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupskan pcncnmaan 

pernorayaan yang digunakan untuk 

o menutupi defisit anggar:m apabila realisasi pendapatan lebih kecil dan pada 

reallsasi belanja; 

b mendanal pelaksanaan kegiatan lan~an 3t::is hP.ban bela11ja langsung, dan 

c. menda'lal kewajlban lalnnya yang sampai dengan akhil tahun arggaran be!um 

diselesaikan. 

Pasa114 

(6) Bendaharo Deso wajib memunggut pajak penghas Ian (PPh) dan pa_ak lainrya, 

dan wajib menyetorkan seluruh punqutan pajak can pene,rraan po1Dngan 1a1nnya 

ke rekening kas negara sesual de'lgan peraturan :,erundang-undangan 

(5) Penqeluaran kas desa yang mengaktbatkan bebar alas APB Oesa tidak dapat 

dilaksa"takan sebenrn drtetapkannya Peraluran Oesa tentang APB Dese 

(::!) Setiap Pengeluaran belanja etas beban APB Dess harus ciduk1.r19 dcngan bukti 

yang lengkap dan sah 

(4) Bukt1 sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) can ayat (31 harus mendapat 

pengesahan dari Kepala Desa 

(2) Setiap pendapatan rlesa seba:1a,mana dim3ksud pada ayat (1) harus d1dJkung 

oleh buktl yang lengkap dan san 

Pasal 13 
(1) Semua pendapatan desa dilaksanakan mela ur rekering kas d~ 

PELAKSANAAN APB CESA 

BAB VII 

(2) Pen~umuma'l Peraturan Desa sebaga1'l'lana dlmaksud pada aya! (1) dllaku~an 

oleh Sekretorls Deso 
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Paso! 18 

(1 '1 Sekretans Desa menyusun Rancangan Peraturan Oesa tenta""ng 
Pertanggungjawaban Pelaxsanaen ArB Dese dan Rancengon Kcputusa'l Kcpob 

Oesa tentang Ke:erangan PertanQqunq1awaban Kepala Desa 

Bagian Pcrtama 
Penetapan Pertanggungjawaban Pclaksanaan APB Desa 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA 

BABX 

(2) Penetapan Bendahara Dosa sebaga1mana dirnaksud pada ayat (1), ddaksanakan 

sebelum dimulainya tahun anggaran. 

Pasal 17 

(1) Kepala Oesa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan 
Bendahara Desa dengan Keputusan Kep.1la Desa 

BAB I.X 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA 

(3) Tata cara cembentukan Ranc-.anc1a1 Peraluran Oesa tentang Perutahan APB 
Uesa bertaku ketentuan sebagaimana dimakstd dalam Pasal 8 

(2) Peruoahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dc1~rn 1 (satu) tahun 
anggaran kecuali dalam kaadaan luar biasa 

(1 l Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabia teqadi 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilskukan pcrqcscran cntar jems belanja 

b. Keadaan yang menyebabkan sisa ebih perhitungan anggaran (SiLPl\) tahun 
sebeturnnya harus u1yu11akan dalam tahun berjalan; 

c Keadaan darurat; dan 

d. Keadaan luar blasa 

Pasal 16 

PERUBAHAN APB DES/I 

BAB VIII 

(3) Kegiotan yang ditetapkan bardasarkan peraturan desa sebasa1mana cnnaksuri 

pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan lelah mencukupi 

12
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Pasal 20 

(1) Setiap kerugian cesa yang orsebabkan oten nroakan melanggar hukurn atau 

kelataian seseorang harus segera disetesaikan sesoai ke:entuan Peraturan 

Perundarg-Jn:langan yang berlaku 

(2) Bendahara desa stau aparat Pemenntah Oesa )'ang karena perbua:annya 

melanggar hueurn atau ,,..elalaikan kPw.:iJ,h.:in y:mg c;ACara langsung merug1kan 

keuangan desa waJ1b mengganh keruqian tersebut 

PENYELESAIAN KERUGIAN DESA 

BAB XI 

(21 Penyampaian Peratura, Desa dan Kep rtusan Kepala Desa sebagamana 

dimaksud pada ayal ( I) dltaksanakan paling lama 7 (tu1uh) hari ke [a setelah 

Peraturan Oesa ditetaplG!n 

(1) Peraturan Desa tenlang Pertanggun91awaban Pelaksanaan APB Dcsa dan 

Keputusan Keoaa Desa tentang Keterargan PertanggungJawaban Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalaru Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada Oupati 

melalui Camat. 

Pasal 19 

Bagian Kedua 

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 

Pelakaanaan APBDosa 

(4) PenyaMpaian Rancargan Per;:ituran 0?.c;a <ebaga,mana d1maksud pada ayat (21 

dllaksanakan paling lama 1 (satu) ou ar seteran tanun ang!,aran berakhlr 

(3) Berrlas<irkan pAri-PluJuan bersama Kepala Desa dengan BPD. Rancangan 

Peraturan Oesa tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa d1ttllapkc:111 

menjadi Peraturan Desa 

12) Sekretans Desa menvarrpaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Oesa untuk d1bahas 

bersama BPD 
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Kewajiban bendahara desa atau aparat Pemenntah Desa unu.k mernbayar garb rug, 

menjadr kadatuwarsa Jrka datam waktu 5 (hma) tanun sejak d ketahu nya kerug1an 
tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugiar tidal< dilakukan 

penuntutan gant1 rugi terhadap yang bersangkutan 

Pasal 22 

Pasal 21 

(1 ! Dalam hal bendahara desa atau aparat Pemenntah lJesa yang d1kena1 untuten 
ganti kerugian desa berada dalam pengampuan. melankan drn atau rrer,inggal 

dvnia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang 
memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola a1au 

diperolehnya yang berasal dan bendahara desa atau aparat Pemenntah Oesa 

yang bersangkutan 

(2) Tanggung [awab cenqamouryanq rte-nperoleh hak/ahli wans untuk membayar 

ganli kerugian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 11) meniadi haous apabila 
dalam waktu 3 (liga) tah.m sejak putusan pengct(Jilc:m yang rnenetapken 

pengampuan kepada bendahara desa atau aoarat Pemenntah Desa yang 
bersangl<utan dlketahul metankan :Jin atau meninggal :lunia, pengampu/yang 
memperoleh hak/ahll waris l,cfak dihr;,.ntahu oleh pejabat yang berwenang 

rnengenai adanya kerugran desa 

(3) Segera setelah kerugian desa tersebul :l,kelahui, kepada bendahara desa atau 

aparat Pemerinah Desa )'3'19 nya:a-nyata melanggar hukun atau melalaikan 

kewaJibannya dhw1takan surat pernyataan ~esanggupa"I dan/atau pengakuan 

bahwa kerugian tersebut rnen1ad1 tangung jawabnya dan bersedia mergganti 
kerugian desa d,maksud 

(41 Bendahara desa atau aparat Pemenntah Desa yang telah drtetapkan untuk 

mengganli kerugian desa dapat cikenat sanksi admmstras, da1/ata.1 sankst 
pidana 

(5) Putus.an pidana alas k,m,gian desa terhadap oendahara desa ala I aparat 

Pemenntah Desa tidal< membebaskan yang bersangkutan dan tuntutan ganu rug1 
berdasarkan pemeriksaan aparat yang berwenang 
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- Lfl'iBA,'lA.'l IJAERAH KA6. DANYUHAS T,\HUN 2009 NO:- OP. 5 3~:U E 

D14ndang~~n1u19Pµ~~~i2~:t<::.n peca ~a~ga 1 r·~- ~7 

:. t.38KH,fl',u s o,u:R~ I" 11'3.BA.\'Yl ~;· - A: .:;,U'1 f' ~.:it, Sr • · •• HUIII 
• er.oina Utama M·1rta 
NIP.19520708 1g350~ 1 008 

Dltetapkan di Purwokllrto 

pada tang al 19 ,. arat 2009 
NYUMAS, 

Pecaturan Daerah lni mulai berl:::iku pada tanggal diuridangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pergLndargan Peraturan Daerah iri 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Pasal 25 

Pasal 24 

Ketentuan pelaksanaan sebagai tirdak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesal dibuat 

paling lama , (sani) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah in. 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Daerah rm mulai berlaku, maka Peraturan Dae1a1 Kabupaten 

Banyumas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ariggaran Pendapatan dan Bela11a Desa 

(Lembaran Daerah Kabupater Banyunas TahLn 20JO Nomor 12 Serl D) sebagairnana 

dlubah dengan Perataran Oacroh Kabupaton Banyunas Nomor 15 Taru.n ?003 

(Lembaran Daerah i<abupaten Banyumas Tahun 2003 No'.Tlor 7 sen A) drcabut dan 

dn1yalakan tidak benaku. 

BABXII 

KETENTUAN PENUTUP 
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Ekonomis merupakan perolehan masukan denqan kuahtas dan kuanbtas 

terteruu pada bngka: harga yarg terendah 

Enslen merupakan pencapa1an "-eliaran yang maksimum dengen 

masukan lertentu atal. penggunaan rnasukan tere1dah untok rnencapar 

keluaren tertentu 

Ayat (1) 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pesel 1 

II. PASAL DEMI PASAL 

Dalam rangka penyelenijgaraan urusan pemeintahan desa ,iune terwu11.dr,ya 

pemerintahan yang balk melalui b1dang pemenntahan pelaksanaan pembangunan 

dan pcnlngkaton peloyanan kepada ma,yarakal menmbul<an hak dan kewajiban 

desa berupa keuangan desa. 

Pengelolaar keuangan desa harus direnca1akan denga, ba1k, tidak beru:mtangan 

dencan kepenbngan urnurn, dan dalam kerangka peningkatan pelafanan umurn 
kepada rnasyarakat sehingga per1u dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

Maksud dari dibentukriya Peraturan Daerah ini a:lalah sebaga1 peooman eaiam 
panyusunan Anggaran Pendapatan dan Bela-ija Dasa sahing;,a pen;ie'olaan 

ksuanqan desa dapat d1laf:sanaka1 sesuai prirsip-p1nslp pengel:>laan keuangan 

dan berdasarkan perencanaan yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan 

yang benaku, 

I. PENJELASAN UMUM 

NOMOR TAHUN 2009 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OESA 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
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17 

Fungsi otorisasi mengandung am bahwa angga'"Bn oesa men1ad1 dasar 

untuk melak!~;makan pendanatan dan belarua pada lahln yang 

oersanqkutan 

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa meniadl 

pedoman bagl manajemen dalam merencanakan kegratan pada tanun 

yang bersangkutan 

Fungsl pengawasan me,gandung arb :>ahwa anggaran desa menjaoi 

pedoman untuk menilai apakah kes1atan pen~elengg,m,an pemenntahan 

desa sesuai dengan ketentuan yang te ah ditetapkan 

Fungsi alokas, mengandung arll bahwo an-;39oran desa harus d1arah<an 

untuk mengurangi penganggt.ran dar pemborosan sumber daya, serta 

n,eningkatkan efisiensi dan efekti'litas perekonom,an. 

Ayat (3) 

Ayat (1) 

Cukupjefas 

Ayat (2) 

Cukup [elcs 

Pasal 4 · 

Ayat (?) 

CJkup jelas 

Kepatutan ada'ah tindakan atau sikap yang diakukan dengan wa1ar dan 

proporsional 

ElekUf menoaxan percapa an hasil program dengar target yang telah 

ditebpkan, ~a,tu dergan eara membandingkan keluarari dengan rasil 

Transparan merupakan pnrsip keterbu<aan yarg menungklnkan 

mosyorokot untuk mcn9etohu1 don mendapatkan a~Ge6 1"lforrrasl seluas­ 

luasnya tentang keuangan desa. 

Bertan99ung [awab merupakan perwujuda"I kewajban sese:mmg atau 

unit <el)a untuk mempertanggl.n9Jawabken :>engelo aan dan 

pengerdaliari s•Jn,bcr daya don pelaksanaan ~ebija~an yang 

dipe·cayakan kepadanya dalam rangka pencaparan tu.uan ya,g telah 

ditetapkan. 

Keadilan adafah ~esei'l'ltangan dis!ribu!il keY1enanga, dan 

pendanaannya 

17



Cukup 1elas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayal (2) 

Kewenangan yang bersjfat umum mcl~J pcnctapan aroh kebijakan 

umum, strategi, can pnontas dalam pen;ielolaar APB Oesa. antara lain 

penetapan peooman i:elaksanaan dan pertangg!.lng]awaban 6.PB Desa 

penetapan pedornan penyusunan Rencana KE!l]a Pemelintah Desa, serta 

pedoman pengelolaan Penenmaan Desa. 

Kewenangan yang oersitat khus,Js mellput keputusan/ ket>IJak.;n tekrus 

yang bert<altan dengan ~ngelolaan APB Oesa, antara lain keputusan di 

bidang pengelOlaan AP3 Desa, keputusan nncian APB Desa, dan 

pengh:ipus;in a.o;P.t dan piut;mg desa 

Ayat (1) 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebaqaimana d1maksud pada 
ayat ini meliputi kewenangan yang bers,fat urrum dan kewenangan yang 

oel'Slfat xnusus, 

Pasal 7 · 

Cukup jelas 

Pasal 6· 

Cukup [eras 

Pasal 5 · 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Fungsl dlstriousl mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus 
memperhatikar rasa keadrlan can kepatutan, 

Fungsl stabslsasl mengandung a'1i bahwa anggaran pernenntah menJad 

alot untuk r,emelihora don mengupoyakon keseimbangar fundamental 

perekonomian. 
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- CJkupjelas 

Pasal 10 

Eval•Jasi bertujuan untuk tercape,nya keserasiar onbra keb1.akan desa 

dengan kebijakan daerah keseras,an antara kepentmgan pubhk dan 

kepentJngan aparatur dcso serta bdak bertenta,gan dengan peratu-an 

perundang-undanga'I 

Ayat (7) 

Cukup [elas 

Ay:at (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Rencana Ke~a Pemerintah Oesa memuat rancangan keraroka ekoncrru 
desa, pnorltas pembangunan dan kewaJ ban desa, rencana ~erJa yang 

terukur pendanaannya. baik yang dilaksarakan langsung oleh Pemerintah 

Oesa rnaupun ditempuh dengan mendorong partiS1pas1 mesyarakal 

Pasal9 

Ayal (1) 

Cukup jelas 

Pa:sale 

Ayat (7) 

Cl.kup jelas 

Cukup Jclas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayal (6) 
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mengetahuinfa 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 13 · 

Cukup jelas 

Pasal 14 · 

Cukup Jelas 

Pasal 15: 

Cukup jel2s 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal ·7 

Cukup jelas 

Pasal 18 · 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal 20: 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukupjelas 

Pasal22. 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup1elas 

- 

Dengan dumumkannya Peraturan Desa teniang APS Desa dalar1 Senta 

naerah Karupaten Banyurnas. maka se:iap orang dianggap telah 

Ayat (1) 

P3SOI 12. 

Cukup Jelas 

Pasal 11 · 
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- 

Pasal 25 · 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

Pasal24 
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